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PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
serta Perubahan besaran Alokasi Dana Desa pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peratutan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2017;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);



Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.07/2015 tentang
Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan
Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2017 Nomor 7 Seri E).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7 Seri E) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran

2017.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit
sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan
yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu anggaran
ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehinggal Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
dihitung dengan bobot:

a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;

b. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;

c. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukan
oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.

(3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur; dan
c. aksesibilitas/transportasi.

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersumber dari menteri keuangan dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:

(1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara
transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mebiayai
selain penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dilakukan
sebanyak-banyaknya dalam 3 (tiga) tahap.

3) Besaran ADD yang disalurkan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud
yang g
pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi transfer dana
perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan
tetap kepala Desa dan perangkat Desa.

(5) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direalisasikan setiap
bulan pada tahun berkenaan.

Pasal II

Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7
Seri E) diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 November 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.
ABUBAKAR
Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,
ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 65 SERI E



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

No. Kecamatan Desa Alokas.i da}na desa Alokasi dana desa Keterangan
(hasil hitung) (pembulatan)
1 BATUJAJAR BATUJAJAR BARAT 696.980.789 696.980.800
2 | BATUJAJAR BATUJAJAR TIMUR 673.357.547 673.357.500
3 | BATUJAJAR CANGKORAH 734.692.447 734.692.400
4 | BATUJAJAR GALANGGANG 710.783.512 710.783.500
5 | BATUJAJAR GIRIASIH 663.854.977 663.855.000
6 | BATUJAJAR PANGAUBAN 746.738.940 746.738.900
7 | BATUJAJAR SELACAU 712.958.340 712.958.300
8 CIHAMPELAS CIHAMPELAS 758.643.636 758.643.600
9 | CIHAMPELAS CIPATIK 722.881.468 722.881.500
10 | CIHAMPELAS CITAPEN 722.341.798 722.341.800
11 CIHAMPELAS MEKARJAYA 773.612.872 773.612.900
12 | CIHAMPELAS MEKARMUKTI 735.020.422 735.020.400
13 | CIHAMPELAS PATARUMAN 766.553.828 766.553.800
14 | CIHAMPELAS SINGAJAYA 716.542.411 716.542.400
15 | CIHAMPELAS SITUWANGI 774.689.529 774.689.500
16 | CIHAMPELAS TANJUNGJAYA 723.200.717 723.200.700
17 | CIHAMPELAS TANJUNGWANGI 731.069.940 731.069.900
18 | CIKALONGWETAN CIKALONG 718.946.771 718.946.800
19 | CIKALONGWETAN CIPADA 709.090.168 709.090.200
20 | CIKALONGWETAN CIPTAGUMATI 673.330.506 673.330.500
21 CIKALONGWETAN CISOMANGBARAT 734.270.433 734.270.400
22 | CIKALONGWETAN GANJARSARI 723.432.564 723.432.600
23 | CIKALONGWETAN KANANGASARI 682.780.141 682.780.100
24 | CIKALONGWETAN MANDALAMUKTI 727.522.388 727.522.400
25 | CIKALONGWETAN MANDALASARI 730.735.720 730.735.700
26 | CIKALONGWETAN MEKARJAYA 729.870.497 729.870.500
27 | CIKALONGWETAN PUTERAN 704.780.391 704.780.400
28 | CIKALONGWETAN RENDE 723.740.953 723.741.000
29 | CIKALONGWETAN TENJOLAUT 738.973.563 738.973.600
30 | CIKALONGWETAN WANGUNJAYA 707.379.674 707.379.700
31 | CILILIN BATULAYANG 738.990.647 738.990.600
32 | CILILIN BONGAS 705.966.443 705.966.400
33 | CILILIN BUDIHARJA 671.283.803 671.283.800
34 | CILILIN CILILIN 691.378.026 691.378.000
35 | CILILIN KARANGANYAR 760.271.792 760.271.800
36 | CILILIN KARANGTANJUNG 719.146.587 719.146.600




37 | CILILIN KARYAMUKTI 711.241.384 711.241.400
38 | CILILIN KIDANGPANANJUNG 725.693.141 725.693.100
39 | CILILIN MUKAPAYUNG 770.910.963 770.911.000
40 | CILILIN NANGGERANG 703.747.908 703.747.900
41 | CILILIN RANCAPANGGUNG 750.199.193 750.199.200
42 | CIPATAT CIPATAT 745.485.849 745.485.800
43 | CIPATAT CIPTAHARJA 770.518.369 770.518.400
44 | CIPATAT CIRAWAMEKAR 715.280.876 715.280.900
45 | CIPATAT CITATAH 820.090.836 820.090.800
46 | CIPATAT GUNUNGMASIGIT 795.660.064 795.660.100
47 | CIPATAT KERTAMUKTI 731.078.128 731.078.100
48 | CIPATAT MANDALASARI 744.842.977 744.843.000
49 | CIPATAT MANDALAWANGI 721.293.083 721.293.100
50 | CIPATAT NYALINDUNG 700.583.498 700.583.500
51 | CIPATAT RAJAMANDALAKULON 789.642.194 789.642.200
52 | CIPATAT SARIMUKTI 693.904.437 693.904.400
53 | CIPATAT SUMURBANDUNG 767.058.784 767.058.800
54 | CIPEUNDEUY BOJONGMEKAR 718.796.836 718.796.800
55 | CIPEUNDEUY CIHARASHAS 694.735.513 694.735.500
56 | CIPEUNDEUY CIPEUNDEUY 639.394.192 639.394.200
57 | CIPEUNDEUY CIROYOM 697.796.492 697.796.500
58 | CIPEUNDEUY JATIMEKAR 703.037.115 703.037.100
59 | CIPEUNDEUY MARGALAKSANA 717.509.992 717.510.000
60 | CIPEUNDEUY MARGALUYU 709.546.191 709.546.200
61 | CIPEUNDEUY NANGGELENG 742.429.034 742.429.000
62 | CIPEUNDEUY NYENANG 688.283.520 688.283.500
63 | CIPEUNDEUY SIRNAGALIH 684.980.220 684.980.200
64 | CIPEUNDEUY SIRNARAJA 731.015.654 731.015.700
65 | CIPEUNDEUY SUKAHAJI 699.684.178 699.684.200
66 | CIPONGKOR BARANANGSIANG 770.573.348 770.573.300
67 | CIPONGKOR CIBENDA 733.401.440 733.401.400
68 | CIPONGKOR CICANGKANGHILIR 692.187.455 692.187.500
69 | CIPONGKOR CIJAMBU 743.540.244 743.540.200
70 | CIPONGKOR CIUENUK 736.077.314 736.077.300
71 | CIPONGKOR CINTAASIH 744.444.130 744.444.100
72 | CIPONGKOR CITALEM 761.684.012 761.684.000
73 | CIPONGKOR GIRIMUKTI 730.957.514 730.957.500
74 | CIPONGKOR KARANGSARI 681.640.463 681.640.500
75 | CIPONGKOR MEKARSARI 727.984.546 727.984.500
76 | CIPONGKOR NEGLASARI 709.971.265 709.971.300
77 | CIPONGKOR SARINAGEN 715.585.483 715.585.500
78 | CIPONGKOR SIRNAGALIH 744.417.129 744.417.100
79 | CIPONGKOR SUKAMULYA 685.191.500 685.191.500
80 | CISARUA CIPADA 678.082.062 678.082.100
81 | CISARUA JAMBUDIPA 667.827.280 667.827.300
82 | CISARUA KERTAWANGI 714.211.504 714.211.500
83 | CISARUA PADAASIH 703.016.614 703.016.600
84 | CISARUA PASIRHALANG 650.885.283 650.885.300
85 | CISARUA PASIRLANGU 694.169.043 694.169.000
86 | CISARUA SADANGMEKAR 661.644.902 661.644.900




87 | CISARUA TUGUMUKTI 682.009.964 682.010.000
88 | GUNUNGHALU BUNIJAYA 715.620.689 715.620.700
89 | GUNUNGHALU CELAK 735.726.785 735.726.800
90 | GUNUNGHALU CILANGARI 726.306.831 726.306.800
91 | GUNUNGHALU GUNUNGHALU 782.474.533 782.474.500
92 | GUNUNGHALU SINDANGJAYA 702.778.639 702.778.600
93 | GUNUNGHALU SIRNAJAYA 765.748.992 765.749.000
94 | GUNUNGHALU SUKASARI 741.767.224 741.767.200
95 | GUNUNGHALU TAMANJAYA 723.452.509 723.452.500
96 | GUNUNGHALU WARGASALUYU 689.781.354 689.781.400
97 | LEMBANG CIBODAS 694.318.520 694.318.500
98 | LEMBANG CIBOGO 712.992.132 712.992.100
99 | LEMBANG CIKAHURIPAN 714.282.607 714.282.600
100 | LEMBANG CIKIDANG 696.765.066 696.765.100
101 | LEMBANG CIKOLE 705.356.902 705.356.900
102 | LEMBANG GUDANGKAHURIPAN 712.089.122 712.089.100
103 | LEMBANG JAYAGIRI 741.228.300 741.228.300
104 | LEMBANG KAYUAMBON 645.433.208 645.433.200
105 | LEMBANG LANGENSARI 743.509.879 743.509.900
106 | LEMBANG LEMBANG 700.667.921 700.667.900
107 | LEMBANG MEKARWANGI 662.481.874 662.481.900
108 | LEMBANG PAGERWANGI 695.806.412 695.806.400
109 | LEMBANG SUKAJAYA 704.110.638 704.110.600
110 | LEMBANG SUNTENJAYA 707.713.898 707.713.900
111 | LEMBANG WANGUNHARJA 702.070.534 702.070.500
112 | LEMBANG WANGUNSARI 682.124.811 682.124.800
113 | NGAMPRAH BOJONGKONENG 745.749.742 745.749.700
114 | NGAMPRAH CILAME 783.558.693 783.558.700
115 | NGAMPRAH CIMANGGU 694.159.147 694.159.100
116 | NGAMPRAH CIMAREME 684.074.652 684.074.700
117 | NGAMPRAH GADOBANGKONG 692.432.992 692.433.000
118 | NGAMPRAH MARGAJAYA 719.514.492 719.514.500
119 | NGAMPRAH MEKARSARI 736.864.030 736.864.000
120 | NGAMPRAH NGAMPRAH 669.471.694 669.471.700
121 | NGAMPRAH PAKUHAJI 684.405.058 684.405.100
122 | NGAMPRAH SUKATANI 662.647.231 662.647.200
123 | NGAMPRAH TANIMULYA 784.731.553 784.731.600
124 | PADALARANG CAMPAKA MEKAR 712.064.570 712.064.600
125 | PADALARANG CIBURUY 737.977.935 737.977.900
126 | PADALARANG CIMERANG 687.197.211 687.197.200
127 | PADALARANG CIPEUNDEUY 692.302.930 692.302.900
128 | PADALARANG JAYAMEKAR 702.573.754 702.573.800
129 | PADALARANG KERTAJAYA 730.009.630 730.009.600
130 | PADALARANG KERTAMULYA 743.126.001 743.126.000
131 | PADALARANG LAKSANAMEKAR 698.621.210 698.621.200
132 | PADALARANG PADALARANG 800.774.796 800.774.800
133 | PADALARANG TAGOGAPU 706.205.858 706.205.900
134 | PARONGPONG CIGUGURGIRANG 728.039.869 728.039.900
135 | PARONGPONG CIHANJUANG 742.077.158 742.077.200
136 | PARONGPONG CIHANJUANGRAHAYU 673.768.973 673.769.000




137 | PARONGPONG CIHIDEUNG 668.800.914 668.800.900
138 | PARONGPONG CIWARUGA 712.776.267 712.776.300
139 | PARONGPONG KARYAWANGI 708.313.027 708.313.000
140 | PARONGPONG SARIWANGI 724.225.659 724.225.700
141 | RONGGA BOJONG 715.459.527 715.459.500
142 | RONGGA BOJONGSALAM 740.256.681 740.256.700
143 | RONGGA CIBEDUG 697.177.206 697.177.200
144 | RONGGA CIBITUNG 806.011.791 806.011.800
145 | RONGGA CICADAS 728.129.344 728.129.300
146 | RONGGA CINENGAH 705.729.826 705.729.800
147 | RONGGA SUKAMANAH 753.799.254 753.799.300
148 | RONGGA SUKARESMI 757.197.689 757.197.700
149 | SAGULING BOJONGHALEUANG 670.050.372 670.050.400
150 | SAGULING CIKANDE 708.347.469 708.347.500
151 | SAGULING CIPANGERAN 690.980.349 690.980.300
152 | SAGULING GIRIMUKTI 739.431.916 739.431.900
153 | SAGULING JATI 728.987.448 728.987.400
154 | SAGULING SAGULING 735.623.179 735.623.300
155 | SINDANGKERTA BUNINAGARA 685.154.651 685.154.700
156 | SINDANGKERTA CICANGKANGGIRANG 708.811.366 708.811.400
157 | SINDANGKERTA CIKADU 710.573.303 710.573.300
158 | SINDANGKERTA CINTAKARYA 676.193.329 676.193.300
159 | SINDANGKERTA MEKARWANGI 789.220.218 789.220.200
160 | SINDANGKERTA PASIRPOGOR 717.175.401 717.175.400
161 | SINDANGKERTA PUNCAKSARI 700.146.528 700.146.500
162 | SINDANGKERTA RANCASENGGANG 694.668.474 694.668.500
163 | SINDANGKERTA SINDANGKERTA 720.006.149 720.006.100
164 | SINDANGKERTA WANGUNSARI 700.878.302 700.878.300
165 | SINDANGKERTA WENINGGALIH 729.953.005 729.953.360
TOTAL

118.510.794.560

118.510.794.560

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR




